PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (756} 214(% Pzirizn

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN. HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 0S /320/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2619

TENTANG

PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI I:INGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

I;:"; /"l} ;

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEB
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanzan
tugas pokok dan fimgsi Dinas Tanaman Pangan Hortikulturz
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. periu dilzkukzan
penempatan Pejabat Pelaksanan Non Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikulturz dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” di atas, perlu
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Menimbang s &

Undang — Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Sumatera Tengah, Jis Undang — Undang Nomor : 21 dit Tahun
1957 joUndang — Undang Nomeor : 58 tahun 1938:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77 ) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
Undang — UndangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
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Daerah;
Undang — Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 387) schagaimana telah diubal beberapakali, terakhir
dengan - Undang-Undang  Nomor 0 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun JOI:Q
tentang - Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolann Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacrah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun
2017  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2016 Tentang
Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
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15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-

PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2019.
MEMUTUSKAN

Nama-nama Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2,

dengan nama jabatan dan penempatan sebagaimana tersebut pada
Jajur 3 dan lajur 4 Lampiran keputusan ini;

Tugas Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
tersebut pada diktum KESATU keputusan ini yaitu melaksanakan
tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan masing-masing;

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri
Sipil bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pengawas
masing-masing;

Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri
Sipil tersebut sesuai dengan pengganggaran pada masing-masing
kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 Lampiran Keputusan ini;
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
PadaTanggal : 02 Januari 2019

Kepala,,a

4
%

]

i Ir. NUZIBWAN, N., MT.
NIP. 19679ﬁ26 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Gubernur Sumatera Barat di Padang;

Bupati Pesisir Selatan di Painan,

Inspektur Inspektorat Kabupatren Pesisir Selatan di Painan.
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Personil bersangkutan;

Arsip.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : /S20/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019
TANGGAL :02 JANUARI 2019

TENTANG : PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

DAFTAR PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Nama Jabatan

Penempatan Honorarium Kegiatan
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RARA JUNEVA, SE. Pramu Kantor Bagian Sekretariat . | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

N

OVIA ANJELITA Pramu Kantor

Bagian Sekretariat Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
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. [MICE NOFTILA RASE, SE Administrasi Perkantoran Bagian Sekretariat « | Penyediaan Jasa Adminisirasi Perkantoran

4, EBI ANDAYANI, A.Md Administrasi Perkantoran

Bagian Sekretariat . | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

MAYANG SARI, SE Administrasi Perkantoran Bagian Sekretariat

Penvediaan Jasa Administras) Perkantoran

(-
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ANUAR DARMA PUTRA, A.Md. |Sopir Bagian Sekretarnat Pemeliharazn Rutin Berkzala Kendzraan Dines

I

lI




Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bagian Sekretariat

SYAFRI NOVIANDI Penjaga Kantor

Bagian Sekretariat Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

APRI TALIB Penjaga Kantor

Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik
Pertanian

RINTANG PUJA KUSUMA Bagian Sekretariat »

Koordinator Pencatat Curah Hujan

Petugas Pengumpul dan Pengolah Data]Bidang Tanaman Pangan  dan| Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik
Statistik Tanaman Hortikultra Hortikultura Pertanian

HANDI PUTRA

-
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2.

URMAYESTI Petugas Pengumpul dan Pengolah DatalBidang Tanaman  Pangan Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik

Statistik Tanaman Pangan Hortikultura Pertanian

Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik
Pertanian
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DONI SAPUTRA Petugas Pengumpul dan Pengolah Data

Bidang Perkebunan
Statistik Tanaman Perkebunan .

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

14 Administrasi Perkantoran

PANJI TANTO WINATA, STP Bidang Perkebunan -

II
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EKA FEBRIANA SARI, SE. Administrasi Perkantoran Bidang Tanaman  Pangan deL Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Hortikultura

16

ITIK WULANDARI, S.Si. Administrasi Perkantoran Bidang  Prasarana, Sarana  dan| Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Penyuluhan

Bidang Tanaman Pangan dan L=
Hortikultura

1 OVIA RISKA SARI, S.TP. Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman

Pangan Wilayah Utara

Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan

DE VIVALDI, S.Pdi Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman|Bidang Tanaman  Pangan dan] Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan
Pangan Wilayah Selatan Hortikultura

YANA MAYANG SARI, STP Petugas Pengumpul dan Pengolah Data
Serangan OPT Pangan

~

Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan
Hortikultura

=
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20 JLINDA SISRI YENTI, SP Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Bidang Tanaman Pangan dan
Serangan OPT Hortikultura Hortikultura
21 |[RITUS FAFERUS, SE Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman|Bidang Tanaman  Pangan dan
Hortikultura Wilayah Utara Hortikultura '
22 |GUSNIMAYENTI, S.Sos Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman|Bidang Tanaman  Pangan de n
Hortikultura Wilayah Selatan Hortikultura
RITA ASNUR Pemantau Jaringan Pemasaran Perkebunan|Bidang Perkebunan L
CHORY ROMENRY, SP Pencatat Serangan OPT Perkebunan Bidang Perkebunan
HANUM NURPA, SP. Petugas Pengawas Penangkaran Bibit Bidang Perkebunan
26 |[RADHIATI RAHMI, S.Pt. Pengumpul dan Pengolah Data VerifikasiiBidang Prasarana, Sarana da
Pupuk Bersubsidi Penyuluhan
27 |[ELVIRA NOFITA, S.Pt. MT. Penyelia Mitra Tani Bidang Prasarana, Sarana dan
Penyuluhan
28 |DESI EKA PUTRI, SP. | Penyelia Mitra Tani Bidang Prasarana, Sarana dan C
Penyuluhan
29 JANTONI PUTRA, SE Penyelia Mitra Tani Bidang Prasarana, Sarana dan [
Penyuluhan
30 JAZMI HIDAY AT, S.TP. Pengelola Pelaporan PSP Bidang Prasarana, Sarana dan
Penyuluhan
31 |JAFMA TEGUH SETIAWAN, ST. Pengelola Pelaporan PSP Bidang Prasarana, Sarana dan
Penyuluhan
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Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Pengembangan Pasca Panen Tanaman
Hortikultura

Pengembangan Pasca Panen Tanaman
Hortikultura

Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi
Perkebunan

Pengendalian Hama Perkebunan
Penangkaran Bibit Unggul Perkebunan
Pemantauan dan Peredaran Pupuk dan Pestisida

Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
(LKMA)

Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
(LKMA)

Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
(LKMA)

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
(Penunjang Satker 08)

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
(Penunjang Satker 08)



L

®y

MUNASRIF, SE

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna

Pengumpul dan Pengolah Data AUTP Bidang Prasarana, Sarana dan Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi
Penyuluhan

Tenaga Sekretariat IPDMIP Bidang Prasarana, Sarana dan] Penunjang LOAN IPDMIP

Penyuluhan

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Bidang Prasarana, Sarana dan |
Penyuluhan

G N 199803 1 001



